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BUPATI TANAH DATAR  

 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat 
berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen 
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka 
waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 
daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaanya; 
 

  b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, berdasarkan 
ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 
ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Datar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Nomor 3852); 



 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4389); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 
 

  6. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  
 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah   (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami 
perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3962); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4592); 

 
 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006  tentang Tata Cara 
Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor  96, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4663); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006  tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor  971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4664); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4700); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah  Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ; 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
 

Dan 
 

BUPATI TANAH DATAR 
 
 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) 
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 – 2025 
 



 BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 
 
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Tanah Datar. 
 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang 

selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Bappeda dan PM 
Kabupaten Tanah Datar. 

 
6. Rencana Pembangunan adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui 

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang 
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi 
dan tujuan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah 

Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanah Datar 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

 
8. Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah 

Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanah 
Datar adalah dokumen perencanaan untuk   5 (lima) tahun. 

 
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. 
 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhi periode perencanaan. 

 
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
 

12. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 
pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan. 


